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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon merupakan badan hukum privat perseroan terbatas yang pernah mengajukan 
permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Keuangan ke Mahkamah Agung dan 
merasa dirugikan karena adanya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu 
pemeriksaan permohonan pengujian materiil di Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh 
Pasal 31A ayat (4) UU MA. Menurut Pemohon, terjadi kerugian karena perkara Pemohon 
diputus tidak dapat diterima (NO) oleh MA diduga karena objek permohonan telah diganti. Hal 
ini menurut Pemohon terjadi karena putusan dikeluarkan MA melewati tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (4) UU MA.  

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian Undang-Undang in casu UU MA terhadap UUD 1945, yang menjadi salah 
satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah Pemohon memiliki hak 
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap 
dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA. Kerugian konstitusional 
tersebut bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. 
Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang 
dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya 
inkonstitusionalitas norma Pasal 31A ayat (4) UU MA yang dimohonkan pengujian, Mahkamah 
berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 
54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut; 
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Terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 31A ayat 
(4) UU MA pada perkara pengujian undang-undang yang telah diadili oleh Mahkamah 
berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021), Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah mencermati 
permohonan Pemohon a quo, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah 
berpendapat bahwa benar ada perbedaan tentang dasar pengujian maupun alasan 
permohonan a quo dalam mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan 
permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018. Oleh 
karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon 
memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan 
kembali; 

Terkait dengan dalil Pemohon, setelah mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019, telah jelas 
pendirian Mahkamah bahwa tidak ada keraguan mengenai penafsiran tenggang waktu 
pemeriksaan hak uji materiil di MA berdasarkan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu 14 (empat 
belas) hari kerja. Rumusan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah tegas menyatakan bahwa 
Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah 
Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan, sehingga tidak perlu menambahkan penafsiran sebagaimana dimaksud oleh 
Pemohon dalam permohonannya. Adapun persoalan di mana Pemohon mendapatkan fakta 
bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menurut Pemohon 
disidangkan dan diputus telah melewati tenggang waktu sebagaimana Pasal 31A ayat (4) UU 
a quo, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan penerapan norma, bukan 
konstitusionalitas norma di mana Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Menurut 
Mahkamah, MA sebagai lembaga yang menerapkan norma a quo memiliki kewenangan untuk 
mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Pasal 31A ayat (4) UU MA dalam 
mengadili permohonan hak uji materiil sepanjang tidak menciderai rasa keadilan dan 
kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah Mahkamah 
pertimbangkan pada Putusan sebelumnya, Mahkamah berpandangan bahwa tenggang waktu 
yang ditentukan oleh Pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan pilihan pembentuk undang-
undang dan tidak bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada 
kata atau frasa dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA yang telah atau berpotensi mereduksi 
kewenangan MA dalam menyelenggarakan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 seperti yang diargumentasikan oleh Pemohon. Dengan 
demikian permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA 
terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara Pasal 31A ayat (4) UU MA 
terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Selain itu, Mahkamah menilai justru terdapat pertentangan antara petitum 
permohonan Pemohon, yaitu antara Petitum angka (3) dan Petitum angka (4), di mana jika 
permohonan ini dipenuhi, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan 
demikian dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

Terkait penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian menurut 
Mahkamah adalah tidak relevan terhadap norma a quo, karena substansi dalam Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945 adalah mengenai kemudahan dan perlakuan khusus warga negara untuk 
memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, 
sehingga tidak berkaitan langsung dengan tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak uji 
materiil sebagaimana diatur Pasal 31A ayat (4) UU MA. Terlebih ketentuan tersebut 
dimaksudkan untuk orang-orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus untuk 
memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai 
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inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah 
tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil-dalil 
permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan Mahkamah 
dalam amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

 

 


